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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Jalu Wredo Aribowo

Jabatan . Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Agus Harimurti Yudhoyono
Jabatan . Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Maret 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
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Agus Harimurti Yudhoyonoqgr M. Jal redo Aribowo



LAMPIRAN | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

_ TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KINERJA
SK.1 | Terwujudnya IKSK.1.1 | Opini BPK WTP
Pengelolaan Keuangan
yang Akuntabel
SK.2 |Terwujudnya Hasil IKSK.2.1 |Persentase Penyelesaian Tindak 80%
Pengawasan Internal yang Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Optimal Pemeriksa Keuangan (BPK)
IKSK.2.2 |Nilai Evaluasi atas Maturitas Level 3

Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi

IKSK.2.3 | Rata-rata Nilai Evaluasi 85
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Eselon |
IKSK.2.4 | Jumlah Unit Kerja Eselon | yang 2 Unit Kerja
Memenuhi Syarat Untuk Diusulkan
Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)

SK.3 |Meningkatnya Peran APIP | IKSK.3.1 |Indeks Kapabilitas Inspektorat Level 3
dalam Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
(Good Governance)

- NO i - KEGIATAN ANGGARAN
1 Layanan Téta Usaha Inspektorat Rp  600.000.000
2 Layanan Audit Internal Rp 2.400.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp 3.000.000.000*

*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp2.581.484.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA-
132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang Inspektur Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan Kewilayahan

Agus Harimurti Yudhoyono c& M. Jalu Wredo Arihowo



LAMPIRAN Il PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

JADWAL
JUDUL KINERJA/ TARGET KELUARAN
INDIKATOR KINERJA RINCIAN KINERJA | KINERJA (TW)
I 1l ]
IKSK.1.1 | Opini BPK Laporan Hasil Audit WTP v
BPK
IKSK.2.1 |Persentase Laporan Pemantauan 80%
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Tindak Lanjut Hasil | Pemeriksaan BPK
Pemeriksaan BPK
IKSK.2.2 [Nilai Evaluasi atas Laporan Hasil Evaluasi Level 3
Maturitas atas Maturitas
Penyelenggaraan Penyelenggaraan SPIP
SPIP Terintegrasi Terintegrasi
IKSK.2.3 | Rata-rata Nilai Laporan Hasil Evaluasi 85 v
Evaluasi AKIP atas Implementasi
Eselon | SAKIP Eselon |
IKSK.2.4 | Jumlah Unit Kerja Laporan Hasil Evaluasi 2 Unit Kerja N
Eselon | yang atas Penilaian Mandiri
Memenuhi Syarat Pembangunan ZI
Untuk Diusulkan ZI | Menuju WBK
Menuju WBK
IKSK.3.1 |Indeks Kapabilitas Laporan Hasil Penilaian Level 3
Inspektorat Kapabilitas Inspektorat

Inspektur Kementerian Koordinator Bidang

Jakarta, 20 Maret 2025

Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan

M. Jalu Wredo Aribowo
|
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